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BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NoMoR.4t- reHuN zozs

TENTANG
PENJABARANPERUBAHANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH

KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2025

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 04

Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ifmbata

Tahun Angga run 2O2i, p".1, -"ri""trpkan peraturan Bupati tentang Penjabllan Perubahan

a.rgg^.u, P?rrd.p^tu,- dan'Beianja Daerair Kabupaten Irmbata Tahun Anggaran 2O25;

: 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukal Kabupaten l,embata (l-9mbT13

Negara" Republlk Indonesia Tahun 1999 Nom& tSO, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia llor"o, s9oil ""Urg.i-.tt. telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2OO0 tentang Perubahan Ata"s Undang-Undang Nomor B2 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten kmbata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o0o Nomor 79, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran ,N"gq"

Repubfk Indon-esia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

It { v



3

4

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

6 Tahurr 2O2S tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tcntang cipta Kc{a menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 i, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

68s6);
Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan pEmerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);
Pe;aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor 1781);
peratuian Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Ta]n:un 2024 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Bel-anj a Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negala Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
Peraturan Daerah Kabupaten I-embata Nomor 4 Tdron 2022 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah Kabupaten kmbata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 3O1,

Tambahan l,embaran Daeran Kabupaten Lembata Nomor 301);
Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggar an 2025 (kmbaran Daerah

Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 31 I , Tambahan Lembaraa Daeran Kabupaten Lembata

Nomor 31 1);
peraturan iiupati Lembata Nomor 7O Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten kmbata Tahun Anggar ea 2025 (l,embaran Daerah Kabupaten

Lembata Tohutr- 2024 Nomor 7O) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Bupati Lembata Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Bupati t embata Nomor 7o Tahun 2024 terrtatg Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggar an 2025 (t embaran Daerah Kabupaten kmbata
Tahun 2O25 Nomor 18);

5

6

7
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Menetapkan

10. Peraturan Bupati kmbata Nomor 19 Tahun 2O25 tentang Perubahan Rencana Kerja
pemerintah Daerah Kabupaten l,embata Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun

2025 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Anggaran Pendapatan a.., e"tu]l.i. Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana

keu-angan tahunan daerah yang ditetapkal dengan Peraturan Daerah'
2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah'
3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah'
4. penlapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan

bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan'
5. Dana Transfer Umum adalah iina yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara kepada Daerah untuk digunakin sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

6. Dana Transfer Khusus adalah-dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik
maupun nonfisik yang merupakall urusan Daerah'

7. Oana eagi Hasil ;daiah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan
dan Belanj a Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase

tertentu aengai tujua.r-m"ng"rangi ketimpangan kemampuan keuangan altara Pemerintah

Pusat dan Daerah.
8. Dana Alokasi Umum ada-lah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan da-rt

Belanja Negara yang dialokasikan dengal tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar
Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaal Desentralisasi.

g. Dana Alokasi Khusus ada]ah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara yang dialokasikal 
-kepada 

Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu

V3t/ (



11.

13.

72.

10.

14.

15

mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah.
Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan'
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengcluaran yang

akan dlterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.
tir:-;*, Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah

ua:lg atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut
dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
Utang Daerali yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah rlang yang wajib dibayar
Peme"rintah Daeiah tan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang

berdasarkan peraturan perundalg-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang

sah.
Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan
prasarana dai saraaa Daerah yang tidak dapat dibebankan da-lam 1 (satu) tahun anggaran.

Daerah adalah Kabupaten Lembata.

Pasal 2
APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 !"-q311^
npi6t.sto.tz6.319,oo berkurang sebesar Rp65.553.937.355,oo
Rp835.762.238.964,OO yang bersumber dari:
a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah'

direncanakan
sehingga

sebesar
menjadi

v4t/l



(1)
Pasal 4

Anggaran Pendapatan Asli Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula
direncanakan sebesar Rp48.605.493.517,O0 berkurang sebesar Rp9.450. i 2O.029,0O sehingga
menjadi Rp39. 155.373.488,O0 terdiri atas:
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
Pajak Daera-h sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar
Rp21.O47.7a4.850,OO berkurang sebesar Rp7.668.375.010,0O sehingga menjadi
Rp 13.379.4O9.840,OO.
Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar
Rp2O.O67.418.784,OO berkurang sebesar Rp484.350.O0O,00 sehingga menjadi
Rp 19.583.O68.784,OO.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c semula direncanakan sebesar Rp3.o48.722.165,OO bertambah sebesar
Rp847 .7 7 O.7 32,OO sehingga menjadi Rp3.896.492.897,00.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
semula direncanakan sebesar Rp4.447.567.718,OO berkurang sebesar Rp2.145,165.751,00
sehingga menjadi Rp2.296.4O I.967,OO.

(2)

(3)

(4)

(s)

I

Il/ Y 5

Pasal 5
(1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 4 ayat (1) huruf a semula

direncanakan sebesar Rp21.O47.784.850,00 berkurang sebesar Rp7.668.375.010,O0 sehingga
menjadi Rp i 3.379.409.840,00 terdiri atas:
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Air Tanah;
C. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;



h. Pajak Bumi dan Bangr-rnan Perdesaan dal Perkotaan (PBBP2);

i. Bea Perolchan Hak Tanah dan Bangr-rnan (BPHTB);
j. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)'

(2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a semula direncanakan sebesar

njOZ.Soo.oOO,oo 6erkurang sebesar Rp46.250.000,00 sehingga menjadi Rp46.25o.0o0,00 
-

(3) paj ak Restoran sebagaimaia dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar

njOoa.ooo.ooo,o0 beikurang sebesar Rp2-3.ooo.ooo,0o sehingga menjadi Rp885.ooo.ooo,oo'

(41 pa.iak Hiburan sebagaimanJ dimaksud pada ayat (1) huruf " :"TU" direncanakan sebesar

npS.OOO.OOO,OO berliurang sebesar Rp2.5OO.0OO,O0 sehingga menjadi Rp2.5O0.00O,OO.

t5) ea3at R.ttame sebagaimlna dimaksud pada ayat (1) huruf d. semula direncanakan sebesar

RpO+.OZS.OOO,OO berlambah sebesar Rp7.963.44O sehingga menj adi Rp 102 'O38.440,O0
(6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan

sebes". Rp4. 376. 1 02. 528,00 tidak mengalami perubahan'
(7) Pajak Air Tanah sebagaimala dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar

RpS.OOO.O0O,OO tidak mengalami perubahan.
(8) ea3 ak Iuinerat Bukan Logafi dan'Batuan sebagaimana dimaksud_pada ayat (1) huruf g semula

direncanakan sebesar R'p5.613.O51.943,00 birkurang sebesar Rp4.205'864'443,OO sehingga

menjadi Rpl.4O7. 187.500,OO.
(9) Raj aL eumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1i huruf h sem"ula direncanakan sebesar Rp2.425.O00.OOO,O0 berkurang sebesar

Rp25O.OOO.0OO,OO sehingga menjadi Rp2' 175.OOO 0OO,O0'

(10) eea perolehan Hak Tanfi"da" n-angunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i
semula direncanakan sebesar RpSO-O.OOO.OOO,OO berkurang sebesar Rp 150.o00.000,oo sehingga

menjadi Rp35O.O0O.OO0,00.
(11) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula

direncanakan sebesar Rp3.964.178.946,Ob berkurang sebesar Rp 1.886.253.656,00 sehingga

menjadi Rp2.O7 7 .925.29O,OO.
(12) Opsen eea salik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
' ' huruf k semula direncanakan sebesar Rp3.O64.876.433,OO berkurang sebesar

Rp1.1 12.470.351,0O sehingga menjadi Rpf .952.406.082,00'

I 9a



(1)

(2)

(3)

(4)

Pasai 6
Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b semula

direncanakan sebesar Rp2O.o67:418.784,oo berkurang sebesar Rp484.350 oo0,o0 sehingga

menjadi Rp 19.583.068 .784,OO terdiri atas:
a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu'
Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan

sebesar Rp18.254.698.000,:OO bertambah ""t"".. 
Rp61.6O0.O00,0O sehingga menjadi

Rp 18.316.298.0o0,0O.
Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan

sebesar Rp1.785.612.784,O;O berkurang seblsar Rp545.95O.O00,OO sehingga menjadi

Rp]..239.662.784,oO.
Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan

sebesar Rp27. 108.00O,00 tidak mengalami perubahan'

Pasal 7
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

huruf c semula direncanakan sebeiar kfi'.Oa8.722.165,oo bertambah sebesar Rpa47.77o.732,o-O

sehingga menjadi Rp3.896.492.897,O0, yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada

Pem"rintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD'

Pasal 8
(1) Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf

d semula direncanakan sebesar np+.++|.SOZ.718,OO berkuralg sebesar Rp2'145.165.751,OO

sehingga menjadi Rp2.296.4O1.967,O0 terdiri atas:
a. Hasil eenjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
b. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak Dipisahkan;
c. Jasa Giro;
d. Pendapatan Bunga;
e. Penerimaan atas T\rntutan Galti Kerugian Keuangan Daerah;
f. Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain;

{4 Y7



t2)

(3)

g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan

h. Pendapatan dari Pengembalian.
Hasil Penjualan Barang lri-ilik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruia semula tid=ak direncanakan bertambah sebesar Rp6.365.ooo,oo sehingga menjadi

Rp6.365.O0O,00.
Hasil Pemanfaatan Bararlg Milik Daerah yang tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b sem;la direncanakan sebesar Rp72.50o.o00,oo berkurang sebesar

Rp3O.OO0. OOO,OO sehingga menjadi sebesar Rp42. 50O.OOO,O0.

Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf c semula -direncalakan 
sebesar

Rp382.630.O6o,0b berkurang sebesar 178.39o.060,0o sehingga menjadi 2O4.24o.O00,o0.

Pendapatan Bunga sebagainiana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar

Rpl.ooo.ooo.ooo]oo uerfurang sebesar Rp598.44o.00o,o0 sehingga menjadi Rp401.560.0o0,0o.
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimala dimaksud pada ayat

(1) huruf e semula direncanaka]-r sebesar Rp2.250.0O0.000,00 berkurang sebesar

Rp7.7 44. 128.745,OO sehingga menjadi Rp5O5. 87 1 . 255,00'
penerimaan Komisi, PotonEan atau Beniuk Lain sekragaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
semula direncanakan sebelar Rp348.75O.0OO,O0 bertambah sebesar Rp42'O00.0O0,00 sehingga

menjadi Rp390.75O.OO0,OO
Peniapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (i) huruf g semula tidak direncanakan bertambah sebesar Rp68.180'935,O0 sehingga

menjadi Rp68. 180.935,00.
peniapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula

direncanakan sebesar Rp387.687.658,O0 bertambah sebesar Rp289.247 .7l9,OO sehingga

menjadi Rp67 6.934.7 77,OO.

Pasal 9
pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan semula

sebesar Rpa2o.9o2.492.8d2,oo berkurang sebesar RpS1.706.075'983,00 sehingga menjadi

Rp7 6a.7 4a.9a7 .O17 ,OO terdiri atas:
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah'

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(e)

(1)
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t2)

(3)

(1)

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hullf a semula

direncanakan sebesar Rp82O.455.063.O0O,OO berkuralg sebesar RpS1.7O6.O75.983,00 sehingga

menjadi Rp768.748.987 .O77 ,OO.
Peniapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula

direncanakan sebesar Rp24.447.429.802,00 berkurang sebesar Rp5.918.189.2O0,OO sehingga

menjadi Rp 18.529. 240.602,OO.

Pasal 1O
pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a
semula direncanakan sebesar Rp844 .902.492 .8O2 ,OO berkurang sebesar Rp57 .948.267 .542 

'OO
sehingga menj adi Rp7 86.9 54. 225. 2 60,00 terdiri atas :

a. Dana Desa;
b. Insentif Fiskai;
c. Dana Bagi Hasil;
d. Dana Alokasi Umum dan
e. Dana Alokasi Khusus.
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar sebesar

Rpl 12 3a6.928.0OO,OO tidak mengalami perubahan.
Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar

Rp24. 7O5. 1 42.OOO,OO tidak mengalami perubahan'
D'ana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar

Rp4.994.338.00O,OO tidak mengalami perubahan.
Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan
sebesar RpS13.443.057.000,00 berkurang sebesar Rp2a.836.922.OOO,OO sehingga menjadi
Rp488.606. 135.0OO,OO.
Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan
sebesar Rp 165.565.598.000;00 berkurang sebesar Rp26.869. 153.983,00 sehingga menjadi
Rp138.696.444.O77,OO.

(21

(3)

(4)

(s)

(6)
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Pasal 11

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yakni
pendapataa Bagi Hasil direncanakan semula direncanakan sebesar Rp24.447.429.802,0O berkuralg
sebesar RpS.9 f 8.189.2OO,00 sehingga menjadi Rp 18.529.24O.602,OO.

(1)

(2)

Pasal 12

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c

direncanakan semula sebesar Rp7.808. 190.0O0,OO bertambah sebesar Rp 1 .520.447.857,OO

sehingga menjadi Rp9.328.637.857,00 yang terdiri atas Lain-lain Pendapatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan
Lain-Lain Fendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) direncanakan semula sebesar Rp7.808. 190.OOO,O0 bertambah sebesar

Rp I .52O. 447 .a57,0O sehingga menjadi Rp9' 328.637. 857,O0.

Pasal 13

(l) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula direncanakan sebesar

npE-OS.+Sf .Oz6.oi2,Oo berkurang sebesar Rp44.957.536.619,O0 sehingga menjadi
Rp823.493. 539.4 I 3,00 terdiri atas:
a. Belanja Operasi;
b. Belanja Modal;
c. Beianja Tidak Terduga; dan
d. Belanja Transfer.

(21 Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncarakan sebesar
Rp623.529.392.895,0O berkurang sebesar Rp22.188.173.982,0O sehingga menjadi
Rp60 1.34 1.2 18.9 13,00.

(3) netania Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar
Rp75.O16.319.243,OO berkurang sebesar Rp23.712.818.915,OO sehingga menjadi sebesar
RpS1.3O3.50o.328,O0;

(4) Altanla Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncarakan
sebesar Rp1.629.456.431,OO bertambah sebesar Rp3.427.148.478,O0 sehingga menjadi sebesar

Rp5.056.6o4.909,oO.
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(5) Belaaja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar

Rp168.275.907.463,00 berkurang sebesar Rp2.483.692.2O0,0O sehingga menjadi sebesar

RpI65.7 92.215.263,0O.

(1)

(2)

(s)

t7l

(4)

(5)

(6)

Pasal 14
Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) terdiri atas:
a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang dan Jasa;
c. Belanja Bunga;
d. Belanja Subsidi;
e. Belanja Hibah; dan
f. Belanja Bantuan Sosial.
Belanja PJgawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar

R2424.7O2.846.438,OO berkurang sebesar Rp 13.591.029.635,00 sehingga menjadi sebesar

Rp410. 1 1 1.816.803,oO.
eetanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan
sebeslr Rp124.a28.226.668,O0 berkurang sebesar Rp4.354.326.093,00 sehingga menjadi
sebesar Rp 1 70.473.9OO.575,OO.
Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c semula direncanakan sebesar

Rp11.110.654.505,00 berkurang sebesar RpL.834.274.254 sehingga menjadi Rp9.276.440.251.
eltania Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula tidak direncanakan
bertamaba sebesar Rp9OO.OOO.OOO,O0 sehingga menjadi sebesar Rp90O'OO0'0OO,OO

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar
Rp11.047.665.2A4,OO berkurang sebesar Rp 1.268.6O4.0OO,00 sehingga menjadi sebesar

Rp9 .779 .061.284 ,OO.
elUnja Bantuan Sosial dimaksud pada ayat ( 1) huruf f semula direncanakan sebesar

Rp2.84O.OO0.OOO,OO berkurang sebesar Rp2.04o.ooo.ooo sehingga menjadi Rp8oo.0o0.ooo.

Pasa-l 15
(1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdiri atas:

a. Gaji dan Tunjangan ASN;
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
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(2)

(3)

(41

(s)

(6)

c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
e. Belalja Pcnerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan
sebesar Rp325.299.992.994,48 berkurang sebesar Rp39O.078.1 1 1,48 sehingga mcnjadi
Rp324.909.9 1 4.883,00.
Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula
direncanakan sebesar Rp86.683.328.Oa7,52 berkurang sebesar Rp13.275.201.a52,52 sehingga
menjadi Rp73.408. 1 26.235,00.
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula
direncanakan sebesar Rp | 7 .238.224.390,OO tidak mengalami perubahan.
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula
direncanakan sebesar Rp27.O88.21O,00 bertambah sebesar Rp 173.148.868,O0 sehingga menjadi
Rp20O.237.078,oo.
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp454 .212.7 56 ,OO berkurang sebesar
Rp98.898. 539,0O sehingga menjadi Rp355.3 1 4.2 i 7,OO.

Pasal 16
(1) Anggaran Gaji dan Trrnjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat

a. Belanja Gaji Pokok ASN;
b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
d. Beianja T'unjangan F'ungsional ASN;
e. Belanja Trrnjangan F\rngsional Umum ASN;
f. Belanja Ttrnjangan Beras ASN;
e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaar Kerja ASN; dan
k. Belanja Iuran Jarninan Kematian ASN.

(2) terdiri atas:
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(2\ Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf a semula direncanakan sebesar
Rp259.692.237.177,OO berkurang sebesar Rp9.9O7.941.89O,10 sehinpga menjadi
Rp249.7 a6.43 7.37 9,9O.

(3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b semula
direncanakan sebesar Rp21.O52.3O7 .436,aO bertambah sebesar Rp 1.956.185.760,0O sehingga
menjadi Rp23.OO8.493. 1 96,80.

(4) Belanja Ttrnjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c semula
direncanakan sebesar Rp5.751.O4O.750,O0 berkurang sebesar Rp 155.72O.8O0,0O sehingga
menjadi RpS.595.3 1 9.950,OO.

(5) Belanja Tunj angan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula
direncanakan sebesar Rp14.511.184.700,00 bertambah sebesar Rp99.977.726,0O sehingga
menjadi Rp 14.6 1 1. 162.426,OO.

(6) Belanja T\:njalgan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula
direncanakan sebesar Rp2.934.646.499,0O bertambah sebesar Rp 1.869.770.987,00 sehingga
menjadi R4.8O4.4 17 .4A6,OO.

(7) Belanja T\rnjangan Beras ASN sebagaimana dmaksud pada ayat (1) huruf f semula
direncanakan sebesar Rpt2 .O29 .79a .999 ,OO bertambah sebesar Rp 1.969.868.2O2,00 sehingga
menjadi Rp 1 3.999.067.20 1,O0.

(S) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g

semula direncanakan sebesar Rp1.797.716.185,65 berkurang sebesar Rp16.984.785,15
sehingga menjadi RpL.7 aO.7 37.427,5O.

(9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula
direncanakan sebesar Rp3.099.412,O3 bertambah sebesar Rp28O.534,77 sehingga menjadi
Rp3.379.946,8O.

(10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana simaksud pada ayat (1) huruf i semula
direncanakan sebesar Rp5.723.557.946,O0 bertambah sebesar Rp3.679.a37 .2O 1,OO sehingga
menjadi Rp9.4O3.395. 1 47,O0.

(11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j
semula direncanakan sebesar Rp455.0O3.889,00 bertambah sebesar Rp24.9O9.832,0O sehingga
menjadi Rp47 9.9 I3.7 2l,OO.
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